
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULA.WES! SELA.TAN 

PERATURAN BUPATJ PINRANG 
NOMOR I"\ TAHUN 2023 

TENT ANO 

KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASJ, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Menginga1 

a. bahwa Kedudukan, Suaunan Organisasi, Togas dan 
Fungs.i, Serta Tata Kerja Oinaa Pendidikan dan 
Kebudayaan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Pinrang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Suaunan Organisaai, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinaa Pendidikan dan Kebudayaan; 

b. bahwa Peraturan Bupati sebe.gaimana dimakaud dalam 
huruf a, sudah tidak sesuai 1agi dengan perkembangan 
dinamika penyelenggaraan pemerintahan dacrah serta 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kcbutuhan penyelenggaraan tugaa dan rungsi Dinaa 
Pendid!kan dan Kebudayaan, sehingg.a perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraruran Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi aerta Tata Kerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah l'ingkat JI di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tcntang 
Peruba.han Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lcmbe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 680 I); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik \ Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembo.ran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembamn 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Pcraturan 
Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T-.hun 
2022 tentang Cipta Kcrja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administntsi Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Unda.ng Nomor 6 Tahun 2023 Pcnetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kcrja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonna.Bi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja pada (nstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1811, 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun t 2020 Nomor 6). 

' 
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MEMU11JSKAN: 

Menetapkan PERATIJRAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANJSASJ, TIJGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA OJNAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 

BABI 
KETENTIJAN UMUM 

PaMI I 
Dalam Pe turan Bupati ini, yang dimakaud dengan : 
1. Daerati adalah Kabupaten Pmrang; 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang; 
3. Sekrebuis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang; 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupe.ti Pinrang; 
5. Dinas �daJah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang; 
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendikan 

dan Kibbudayaan Kabupaten Pinrang; 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK ada]ah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 
manajfmcn ASN di insta.nsi pemerintah scsuai dengan ketentuan 
peraturan pen.mdang-undangan. 

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur S1pil Negara adalah i&tilah kelompok profesi bagi pegawai­ 
pegaw-.f yang bekerja pada lnatansi Pemerintah baik di tingkat Pusat 

' maupun Daerah. 
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya draingkat PyB adalah pejabat 

yang hiempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pcgawai ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang·undangan. 

11. Kelom�k Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi 
fungsi I dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungs.ional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

- 12. Tugaa k:ialah lkhtiaar dari keseluruhan tugaa jabatan; 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabare.n dari tugaa; 
14. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas acmua tugas jabatan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegangjabatan. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

PaMI 2 
Dinas eebegaimana dimaksud dalam Pa!ial 1 angka 5, drpimpin oleh Kepala 
Dina. yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalu1 
Sekretaria Oaerah. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANJSASI 

Paaal 3 
(IJ Susunan Organlsasi Dinaa Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas: ' a. Kepala Dinas; 
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b. Sekretanat tcrdiri atas: 
I. fiubbagian Program; 
2. �ubbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidlmg Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri ata.: 
I. �kai Kelemba.ngaan, Sa.rana dan PraMTana Pendidikan Anak Uaia 

pini dan Pendidikan Masyarakat; dan 
2. 13,ekai Peserta Didik dan Pemba.ngunan Karakter Pendidikan Anak !Jsia Dini dan Pendidikan Masyarak.a.t. 

d. Bid.ng Pembinaan Pendidikan Daaar terdiri atas: 
L Sekai Kelembangaan dan Saran Prasarana Pendidikan Dasar; dan 
2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Kamkter Pendidikan Daear. 

e. Bidang Kebudayaan; 
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas: 

I. Sekai Pendidik dan Tenaga Kependrdikan Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan 

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Daaar. 
g. Keiorilpok Jaba.tan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan!StTUktur Organisasi Diruu,; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampira.n yang merupa.kan bagian ticlak terpisahkan dari Pdraturan Bupati ini. 

BABIV 
11JGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pa,aJ 4 
(1) Kcpe.la Dinaa mempunyai tugas membantu Bupati menyelcnggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang 
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan 
oleh B�pati kepadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebage.imana dimaksud pada ayat (I), 
Kcpala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelcnggarakan rungsi : 
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan 

keb!udayaan; 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan 

kebudayaan, 
c. pelakaanaan, monitoring, evaluaai dan pelaporan urusan 

pemerintahan bidang pcndidikan dan kcbudayaan; 
d. peiltksanaan administrasi din.as; dan 
e. penYcienggara.an fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengart tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian I Togas Kepala Dinas sebagaimana dimakaud pada ayat (I) 

meliputi: 
a. mcrlyusun rencana kegiatan dinas acbagai pedoman dalam 

peiaksanaan tugas; 
b. meddistribusikan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. merttantau, mengawa111 dan mengevaluaai pelaksanaan tugas lingkup 

Din .. e untuk mcngetahui pcrkcmbangan pclaksanaan tugas: 
d. mcrlyusun rancangan, mcngoreksi, mcma.raf dan/atau 

� mcrnlndatangani naskah dinas; 

1 
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pendidikan bidang 

terhadap penyusunan St.andar 
lingkup Dinas Pendidikan dan 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. merumuskan dan menetapkan Villi dan Miei aerta menetapkan 

Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidil<an dan Kebudayaan; 
merumuskan kebijakan teknis 
kebudayaan; 
mengoordinir penye\enggaru.n Survey KepuaMn Maayara.kat da.lam 
lingkup Dtnas Pendidikan dan Kebudayaan; 
mrnyelengprakan pembinaan terhadap penyusunan laporan 
Standar Pelayanan Minimal di bidangPcndidikan dan Kebudayaan; 
melakukan koordinasi dan konsuhasi dengan kementerian, 
pemerintah provinsi,Satuan Kcrja Pef'llJlgkat Dae� dan unit kerj.v. te�kaitdalam rangka kelancaran tugaa; 
menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinaa Pendidrkan dan 
Kebudayaan; 
m;mbina pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemerintah dalaJn 
tingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
mengoordinir penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah 
dinas; 
m�nginventarisasi dan mengkaji pennasalahan serta mencari solusi 
pemecahan masalah dalam lingkup Dinas Pendidikan dan 
Ke�udayaan; 

o. menyelenggarakan pembinaan 
Operaeicnaj Prosedur da.lam 
Kebudayaan; 

p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan Anak Usia 
Diqi dan Pendidikan Masyara.k8.t, Pembinaan Pendidikan Dasar, 
Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan; 

q. menyelenggaraka.n koordinaSJ dan konsultasi dengan lembaga 
peiherintah dan non pemerintah dalrun rangka penyelenggaraan 
ul"l.tsan Pemerintahan bidang Pendidikan dan uruean pemerintahan 
bidang kebudayaan; 
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,. 

t. 

•· 
h. 
i 

j. 

k. 
I. 

m. 

- n. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pa,aJ 5 
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\ 
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tuga.s; 

b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup Dinas Pendid1kan dan Kebudayaan, 
c. �goordinasia.n urusan umum, kepegawruan, dan hukum dalam 

li�gkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
d. J>l;ngoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup Dinaa Pendidikan dan Kebudayaan; dan 
e. J>e!nyclenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan ae,uai d�ngan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian Tugas Sekretaris scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : 
a. m�nyusun rcncana kegiatan dmas scbagaimana pcdoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan mcmberi petuajuk pelaksanaan tugas; 
c. me!mantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

d. mcnyusun rancangan, mengorcksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinaa; 
e. mehgikuti rapat-rapat scsuai bidang tugasnya; 
f. mdnba..ntu Kepala Dinas merumuskan VIS! dan ffilSI sena 

menetapkan Rencana Strategia, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Angpran dinas pcndidikan dan kcbudayaan; 
g. menyelenggarakan Survey Kepuaaan Masyarakat dala.m lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
h menyusun dan membuat Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Dinas 

Perididikan dan Kebudayaan; 
1. mengoordinir penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal 

bngkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
j. mel'lyelenggarakan, mengoordinasikan pelakaanaan kegiatan dalam 

lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga terwujud 
koordinasi, integmsi, sinkronisasi dan simpliflkasi pelaksanaan kegiatan; 

k. mengoordinasikan dan melakaanakan penyusunan, program, 
perdncanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja Din .. s Pendidikan dan Kebudayaan; 

I. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, 
ke�waian dan hukum dalam lingkup Dinas Pendidikan dan KebUdayaan; 

m. mengoordinaaikan dan melakaanakan pelayanan administrasi 
keu&ngan; 

n. men)'elenggarakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 
pemCliharaan dan penghapusan barang; 

o. men)'Usun dan melakaanakan Standar Pela,yanan dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
p. mengoordinasikan pelakaanaan Penilaian Mandiri Pelakaa.naan 

Refohnaai B1rokrasi dalam lingkup Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

q. menielenggarakan fungsi Pejabat Pengelola lnformasi Dokumentaai 
dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

r. mem.fa.ailitasi pelaksa.naan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
dala.m lingkup Dina.a Pendidikan dan Kebudayaan; 

s. men*elenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan Anak Ua,.a 
Dini I dan Pendidikan Masylllllkat, Pembinaan Pendidikan Daaar, 

� Kcbudayaan dan Pembinaan Kctenagaan; 
\ 
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t. mcnyelcnggarakan koordinaa.i dan konsultaai dengan Jernbaga P<l;merintah dan non pcmerintah daJarn rangka penye!cnggan.an 
UljU8all Pemerintahan urusan bidang Pendidikan dan urusan pemcrintaha.n bidang kcbudayaan; 

u. mfnilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara acauai kctcntuan Per9turan Per Undang·undangan; 
v. menyusun laporan hasil pclakaanaan tugas Kepa]a Dina• dan 

m�mberikan &aran pertimbangan kepada Atasan scbagai ba.han 
mpc���-��akan kebi;, .akan uga,' dk�t·n···· 

lain w. 1--.., cu .......,, · yang dipcrintahkan atasan scsua.i dengan bidang tugasnya. 

dan/atau memaraf 

-· Subbagian Program 

Paaal 6 
(l) Subbagian Program dipimpin oleh Kepa.Ja Subbagian Program mempunya.i tugas membatu Sekretans dalam mengumpulkan bahan dan 

melakifkan pcnyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan; 
(2) Uraia.n! Tugaa Kepala Subbegian Program aebagaimana dimakaud pada ayat (Ij meliputi: 

a. menyusun rencana. kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman ' dalam pelaksanaan tugas; 
b. mc�distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. meJPru1tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

hngkungan Dinu untuk mengetahui perkembengan pele.ksanaan ' tug11,.s; 
d ' k. . menyusun rancangan, mengore SI, merlandatangani naskah dinas; 
e. merlgilruti rapa.t-rapat aesuai bidang tugaanya; 
r. membantu Sekretaria mcrumuskan Visi dan Misi serta Rencana 

Stra:tegis, Rencana Kerja Dinae Pcndidikan dan Kebudayan; 
g. mer\Yusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja lnstansi 

Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
h. meflYUsun Japoran Standar Pelayanan Minimal lingkup Oinaa 

Pendidikan dan Kebudayaan; 
1. mendistribusikan dan membcri petunjuk pelaksanaan tugaa sehingga berjJ.lan la.near; 
J. menkoordinasikan, mcnyiapkan bahan data dan infonnasi program 

dan Rlclakukan penyueunan pcrcncanaan programdan kcgiatan; 
k. mcngtlmpulkan be.han dan mcnyusun laporan pcrjanjian kincrja Dina'.s Pendidikan dan Kcbudayaan; 
I. mcngumpulkan bah.an dan mcnyusun Rcncana Kincrja Tahunan 

dal� lingkup Dinaa Pendidikan da.n Kcbudayaan; 
m. mclakaanakan pcnyiapan bahan da.n pcnyuaunan Rcncana Kcrja Anggaran dalam lingkup Dinaa Pendidikan dan Kcbudayaan; 
n. mcnjusun Standar Opcrasional Prosed.ur acauai rincian tugas dan 

mclakukan cvaluas.i Standar Opcrasional Proscdur, 
o. mclaksanakan monitoring, cvaluasi dan pcngawasan 

pcny�Jcnggaraan kcbijakan tcknis di bidang Sub Bagian Program; 
p. mcnlf>Ordinaaikan pcnyuaunan kebijakan daerah da.n 

' mcngoordinasikan pclaksanaan satuan kerja pcrangkat daerah; 
. 

. 7 • 

t. mcnyelcnggarakan koordinaa.i dan konsultaai dengan Jernbaga P<l;merintah dan non pcmerintah daJarn rangka penye!cnggan.an 
UljU8all Pemerintahan urusan bidang Pendidikan dan urusan pemcrintaha.n bidang kcbudayaan; 

u. mfnilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara acauai kctcntuan Per9turan Per Undang·undangan; 
v. menyusun laporan hasil pclakaanaan tugas Kepa]a Dina• dan 

m�mberikan &aran pertimbangan kepada Atasan scbagai ba.han 
mpc���-��akan kebi;, .akan uga,' dk�t·n···· 

lain w. 1--.., cu .......,, · yang dipcrintahkan atasan scsua.i dengan bidang tugasnya. 

dan/atau memaraf 

-· Subbagian Program 

Paaal 6 
(l) Subbagian Program dipimpin oleh Kepa.Ja Subbagian Program mempunya.i tugas membatu Sekretans dalam mengumpulkan bahan dan 

melakifkan pcnyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan; 
(2) Uraia.n! Tugaa Kepala Subbegian Program aebagaimana dimakaud pada ayat (Ij meliputi: 

a. menyusun rencana. kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman ' dalam pelaksanaan tugas; 
b. mc�distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. meJPru1tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

hngkungan Dinu untuk mengetahui perkembengan pele.ksanaan ' tug11,.s; 
d ' k. . menyusun rancangan, mengore SI, merlandatangani naskah dinas; 
e. merlgilruti rapa.t-rapat aesuai bidang tugaanya; 
r. membantu Sekretaria mcrumuskan Visi dan Misi serta Rencana 

Stra:tegis, Rencana Kerja Dinae Pcndidikan dan Kebudayan; 
g. mer\Yusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja lnstansi 

Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
h. meflYUsun Japoran Standar Pelayanan Minimal lingkup Oinaa 

Pendidikan dan Kebudayaan; 
1. mendistribusikan dan membcri petunjuk pelaksanaan tugaa sehingga berjJ.lan la.near; 
J. menkoordinasikan, mcnyiapkan bahan data dan infonnasi program 

dan Rlclakukan penyueunan pcrcncanaan programdan kcgiatan; 
k. mcngtlmpulkan be.han dan mcnyusun laporan pcrjanjian kincrja Dina'.s Pendidikan dan Kcbudayaan; 
I. mcngumpulkan bah.an dan mcnyusun Rcncana Kincrja Tahunan 

dal� lingkup Dinaa Pendidikan da.n Kcbudayaan; 
m. mclakaanakan pcnyiapan bahan da.n pcnyuaunan Rcncana Kcrja Anggaran dalam lingkup Dinaa Pendidikan dan Kcbudayaan; 
n. mcnjusun Standar Opcrasional Prosed.ur acauai rincian tugas dan 

mclakukan cvaluas.i Standar Opcrasional Proscdur, 
o. mclaksanakan monitoring, cvaluasi dan pcngawasan 

pcny�Jcnggaraan kcbijakan tcknis di bidang Sub Bagian Program; 
p. mcnlf>Ordinaaikan pcnyuaunan kebijakan daerah da.n 

' mcngoordinasikan pclaksanaan satuan kerja pcrangkat daerah; 
. 
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q. Menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pelaporan hasil 
pelakaanaan kegiatan; 

r. melaksanakan koordinas.i dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
dad non pemerintah dalarn rangka penyelcnggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Pendidikan dan uruaan pemerintahan bidang 
kebudayaan; 

s. menginventariaasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
peniecahan masalah; 

t. menilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketcntuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

u. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dina• dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumuean kebijakan; dan 

v. meUllcsanakan tugaa kedinasan Jain yang diperintahkan atasan 
sesJai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf2 
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

Pa,aJ 7 
(I) Subbagian Umum, Kcpegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mcmpunyai tugas 
membantu Sekretaris dalarn mengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan, pelayanan informaai, iuiministrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapuaan be.rang, urusan rumah tangga serta 
menge161a administrasi kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas 
Pcndidikan dan Kebudayaan; 

(2) Uraian Togas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
seba�a dimaksud pada ayat (I) meliputi; 
a. men.)'Usun rcncana kegiatan aubbagian umum, kepegawaian, dan 

hukum sebagai pedoman dalrun pelaksanaan tugas; 
b. menliistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memant.au, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

Jingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. men}'usun rancangan, mengorcksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya, 
f. melaksanaka.n dan mengevaluasi pelaksanaan Survey Kepu8118n 

Masyarakat lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
g. membe.ntu Sekretaris menyusun dan membuat laporan Analisis 

Jabatan, Analisis Bebttn Kerja dan Evaluasi Jabatan; 
h. me1*ukan pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
i. meta.kukan adrninistrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk 

dan �luar; 
j. melakukan pengelotaan arsip naakah dinas dalrun lingkup Dinas 

PencUdikan dan Kebudayaan; 
k. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendisttibusian, pemeliharaan, inventarisas1 dan penghapusan 
barang; 

I. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta t menyusun laporan barang inventaris; 

1 
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I. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta t menyusun laporan barang inventaris; 

1 
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m. melakukan, menyiapkan dan mengoordinas.ikan pengelolaan urusan 
nuk.h ta.ngga Dinas Pendidikan dan Kebudayan; 

n. menyiapkan bahan penyusunan Sta.ndar Pctayanan dan melakukan 
evaluasi dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

o. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
pcnyajian data dan infonnaai scrta faallitasi pclayanan infonnaai dan 
pc�gaduan dala.rn lingkup Dina& Pendidikan dan Kebudayaan; 

p. metl.yiapkan bahan, mcngoordinasikan dan memfasilitasi 
pclaksana.an Sistem Pcngendalian Intern Pcmenntah dalam lingkup 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

q. mempereiapkan dan mengoordinasikan pclakaaanaan rapat dinas, 
upacara bendera, kehumasan dan keprotokoleran dalam lingkup 
Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan; 

r. menyiapkan bahan, mcnghimpun dan mcngclola data kehadiran 
pcgawai; 

s. mei;igoordinasikan dan menfaailitaai administrasi surat tugas dan 
pcrjalanan dinaa pegawai; 

t. menyi.apkan bahan, mcngoordinasikan dan mcnfasilitasi kegiatan 
organisaBi dan tatalaksana; 

u. mclaksanakan pcngumpulan bahan Penrteian Mandiri Pclaksanaan 
Rcfonnasi Birokrasi dalrun lingkup Oinas Pcndidikan dan 
Kebudayaan; 

v. menyiapkan bahan dan mcngelola administrasi kepegawalan dalam 
lingkup Dinas Pcndidikan dan Kcbudayaan; 

w. mcnyusun rcncana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia 
aparaturdalarn lingkup Dinas Pcndidikan dan Kcbudayan; 

x. menyiapkan bahan pcrumusan kcbijakan pcmbinaan, peningkatan 
kompctensi, disiplin dan kesejahtcraan aparatur aipil Negara dalarn 
lingkup Dinas Pcndidikan dan Kcbudayaan; 

y. mcnyiapkan bahan dan mcngoordinasikan administrasi pcnyusunan 
produk hukum dan kcbijakan tcknie d1 lingkup D1na1 Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

z. mctl.yusun dan melakaanakan Sta.ndar Operaeronel Proscdur aeauai 
rincian tugas dan melakukan cvaluasi Sta.ndar Operasional Preeedur 
dalam lingkup Dinas Pcndidikan dan Kebudayaan, 

aa. mclakaa.nakan monitoring, cvaluasi dan pengawaaan &erta pclaporan 
pcnyelenggaraan kebijakan teknia di bidang subbagian Umum, 
Kcpegawaian dan Hukum; 

bb. mctl.ginvcntarisa3i dan mcngkaji pcnnaaalahan j ang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan mcnyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

ee. melaksanakan koordinasi dan konsultaal dcngan 1cmbaga pemerintah 
dail non pemcrintah dalam rangka penyelenggaraa.n un.iaan 
Pcmcrintahan bidang Pcndidikan dan urusan pemcrintahan bidang 
kcbudayaan; 

dd. mctl.ilai kinerja Pcgawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentus.n 
Pcmturan Per Undang-undangan; 

ee. menyuaun lapor haail pelakaanaan tugaa Kepala Dinas dan 
mcrnberikan samn pcrtimbangan kcpada Atasan scbagai bahan 
pcrµmusan kebijakan; dan 

ff. mclaksanakan tugas kcdinasan lain yang diperinrahka.n 
scsuai dcngan bidang tugasnya. 
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Subbagian Keuangan 

Pasal 8 
(1) Subbagian Keuangan dipimpm oleh Kepala Subbagian Keuangan 

mempUnyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan mt'lakukan pengclolaan administrasi dan pelapo.-an keuanP" dala.rn 
lingkup Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan; 

(2) Uraian Togas Kepala Subbagian Keuangan scbagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) meliputi : 
a. mellyuaun rcncana kegiatan Subbagian Keuangan !lt:bagai pedoman 

' dalain pelaksanaan tugas, 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. mengikuti rapat-rapat scsuai bidang tugasnya; 
d. memantau, mengawasi dan mcngevaluasi pe!aksanaan tugas dalam 

lingkungan Oinas untuk mcngctahui perkembangan pelaksanaan 
tugaa; 

e. meflyusun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/11.tau 
menandatangani naskah dinas; 

r. membantu Sektttaris menyiapkan bahan, menyuaun dan 
mertlmuekan Dokumen Pelakaanaan Anggaran (DPA) lingkup Dinaa 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

g. mengumpulkan bahan, mengoon:linaaikan dan menyuaun rencana 
ke�utuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
reneana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran 
dintl.s: 

h. mclakulcan verirlka.ai kclengkapan adminiatraai pcnatausahaan 
keuangan dinaa; 

1. mengoordinasikan pclaksanaan akuntansi pcngeluaran 
penerimaan keuangan dalam lingkup Dinas Pendidikan 
Kcbudayaan; 

J. mcnyiapkan bahan dan menyusun Japoran keuangan dalam lingkup 
Dina.a Pendidikan dan Kcbudayaan; 

k. mcnyusun rcalisasi pcrhitungan anggaran dalam lingkup Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

I. mctlgevaluasi pclakaanaan tuga.a bendah.arawan dalam lingkup Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan: 

m. mengumpulkan bahan, me.ngoordinaaikan dan menindaklanJuti 
laperan hasil pcmeriksaan keuangan dalam lingkup Dinas 
Pelididikan dan Kebudayaan; 

n. met\yusun laporan basil pelaksanaan tugaa Subbagian Keuangan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

o. menyusun dan me.laksanakan Standar Operasional Proeedur (SOP) 
sesuai rincian tugas dan me.lakukan evaluasi Standar Operaaional 
�ur(SOP); 

p. melaksanakan monitoring, evaluaai dan pengawaaan 
penyelenggani.an kebijakan teknia di bidang aubbagian Keuangan 

q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pcmerintah 
dad non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pertlerintahan bidang Pendidikan dan uruaan pemenntahan bldang 
kebudayaan; 

r. menilai kinerja Pegawai Apara.tur 
Peraturan Per Undang-undangan; 
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s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kcpala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan aebagai be.ban 
pertlmusan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. 

"'"'' (I) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat drptmpin 
oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendiclikan 
Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalarn 
melaksabakan penyusunan bahan dan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Uaia Dini dan 
Pendidikan Maayarakat; 

(2) Untuk melaksanakan tugaa aebagaimana dimakaud pada ayat (!), Kepa.la 
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 
menyelenggarakan fungsi; 
a. penyuaunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugaa program 

dan kegiatan bidang Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Maayarakat; 

b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program 
dan kegiatan bidang Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat; 

c. pen)'.e l lenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugaa program 
dan kegiatan bidang Bidang Pendidikan Ana.k Uaia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat; dan 

d. pernyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian Tugaa Kepala Bidang Pendidikan Anak Uaia Dini dan Pendidikan 
Masyantkat sebagaimana dimakaud pad.a ayat (II meliputi: 
a. men}'Uaun rcncana kegiatan Subbagian Bidang Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagai pedoman dalarn pelaksanaan 
tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memant.au, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dina, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugasi 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menahdatangan1 naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan serta 

penyelenggaraan tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Maisyarakat; 

g. mengatur, mendistribusikan, mengoordinasikan dan mengendalikan 
tugas bawahannya; 

h. mcmbina, mengoordmasikan, mengendahkan dan mengawasi program 
dan kegiatan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Maayarakat; 

i. menYl,laun bahan perumuaan dan koordinaai pelakaanaan kebijakan di 
bidanl kurikulum dan penilaian, kelembag.aan dan sarana prasarana 
serta J)Cna didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia \ Dini dan Pendidikan Masyarakat; 
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j. menyelcnggarakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, 
kelembagaan dan sarana prasarana, aerta peserta didik dan 
pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat; 

k. menyusun bahan kurikulum muatan lokal pendidikan masyarakat; 
I. menyusun bahan penerbitan izin penelitian, penataan dan penutupan 

satu8.n Pendidikan Anak Uaia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 
m. men}"usun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan 

dan � prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

n. metaporkan hasil pelaksanan kegiatan di bidang kunkulum dan 
pemlalan, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan Pendidikan Anak Usta Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

o. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai 
uraian tuga.s dan meJakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Masyarakat; 

q. menf;inventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
masalah; 

r. Men)'elenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan has!I 
pelaksana.an kegiatan; 

s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusa.n Pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan 
bidang kebudayaan; 

L menila.i ktnerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

u. menyusun lapor basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebiJakan; dan 

v. melakaa.nakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ataean sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Paragrar 1 
Seks! Kelembagaan, Sarana dan Prasa.rana Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat 

Pasal 10 
(I) Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sekai 
Kelembe.gaan dan Sarana dan Pra.sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
dalam menyusun pedoman dan petunjuk telmis pembinaan dan 
menyusun pedoman kegiatan koordinasi kelembagaan sarana dan 
prasarika Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

(2) Uraian ITugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Praaarana 
Pendtdikan Anak U!Jia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pad.a �at (1) mehputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana 

sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugae; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
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m. men}"usun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan 

dan � prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

n. metaporkan hasil pelaksanan kegiatan di bidang kunkulum dan 
pemlalan, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan Pendidikan Anak Usta Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

o. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai 
uraian tuga.s dan meJakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Masyarakat; 

q. menf;inventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 
masalah; 

r. Men)'elenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan has!I 
pelaksana.an kegiatan; 

s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusa.n Pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan 
bidang kebudayaan; 

L menila.i ktnerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

u. menyusun lapor basil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebiJakan; dan 

v. melakaa.nakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ataean sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Paragrar 1 
Seks! Kelembagaan, Sarana dan Prasa.rana Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat 

Pasal 10 
(I) Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sekai 
Kelembe.gaan dan Sarana dan Pra.sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 
dalam menyusun pedoman dan petunjuk telmis pembinaan dan 
menyusun pedoman kegiatan koordinasi kelembagaan sarana dan 
prasarika Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

(2) Uraian ITugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Praaarana 
Pendtdikan Anak U!Jia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pad.a �at (1) mehputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana 

sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugae; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
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c. mcmantau, mcngawaai dan mengevaluaai pelaksanaan tugas lingkup 
D1nas untuk mcngctahu1 perkcmbangan pelakaana.an tugaa; 

d. mcnyuaun rancangan, mengcreksl, mcmaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

c. mengikuti rapat-mpat sesuai bidang tugasnya; 
t. menyusun kcbijakan teknia dan penyelenggaraan program kcrja Seksi 

Kclcmhngaan dan Sarana dan Pmsarana; 
g. mcnyuaun bahan perumusan dan mengoordinaslkan pe!aksanaan 

kebijakan Seksi Kelcmbagaan Sarana dan Prasarana; 
h. menyusun bahan pembmaan pelaksanaan kelembagaan sarana clan 

prasarana: 
1. mclaporka.n basil pelaksanan kcgiatan kelembagean sarana dan 

prasarana Pendidikan Anak Usia Duti dan Pendidikan Masyarakat; 
j. mcnyusun dan melaksanakan Standar Opcrasional Proscdur sesuai 

uraian tugas dan melakukan evaJuasi Standar Operasional Proeedur: 
k. melaksanakan monitoring, evalusai dan pcngawasan penyelcngga.raan 

kcbijakan dibidsng ackai Kelemhngaan dan Sarans dan Pmaara.na; 
I. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyclcnggaraan kcbijakan tcknis di bidang seksi Kelembagaan dan 
Sarans dan Prasarana; 

m. menginventarisasi dan mengkaji pennssalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas dan menyiapkan bahan pctunjuk pcmecahan 
masalah; 

n. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi clan pelaporan basil 
pelaksanaan kegiatan; 

o. melaksanakan koordinaai dan konsultasi dcngan lembaga pcmerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bideng Pendidikan dsn urusan pemerintahan bidang 
kebudayaan; 

p. menilai kinerjs Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Persturan Per Undang-undangan; 

q. mcnyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kcpala Dine.a dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai hnhan 
perumusan kebijakan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang d1perintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Paragraf2 
Seks.i Peserta Oidik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyara.kat 

Pasal 1 I 
(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendiclikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat dipimpin olcb Kepa1a Seksi Peserta 
Oidik dan Pembangunan Kara.kter Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Muyarakat mempunyai tugas membantu Kcpa1a Bidang 
dalam mcnyusun rcncana, petunjuk tcknis pembinaan, pengcndalian 
dan cvaluasi program Peserta Didik dan Pcmbangunan Ka.rakter 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

(2) Uraian Togas Kcpala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyara.kat sebegaimana 
dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a. menyusun rcncana kcgiatan Seksi Peserta Didik dan 

Karaktcr sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; Pembangunan \ 
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c. mcmantau, mcngawaai dan mengevaluaai pelaksanaan tugas lingkup 
D1nas untuk mcngctahu1 perkcmbangan pelakaana.an tugaa; 

d. mcnyuaun rancangan, mengcreksl, mcmaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 
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t. menyusun kcbijakan teknia dan penyelenggaraan program kcrja Seksi 

Kclcmhngaan dan Sarana dan Pmsarana; 
g. mcnyuaun bahan perumusan dan mengoordinaslkan pe!aksanaan 

kebijakan Seksi Kelcmbagaan Sarana dan Prasarana; 
h. menyusun bahan pembmaan pelaksanaan kelembagaan sarana clan 

prasarana: 
1. mclaporka.n basil pelaksanan kcgiatan kelembagean sarana dan 

prasarana Pendidikan Anak Usia Duti dan Pendidikan Masyarakat; 
j. mcnyusun dan melaksanakan Standar Opcrasional Proscdur sesuai 

uraian tugas dan melakukan evaJuasi Standar Operasional Proeedur: 
k. melaksanakan monitoring, evalusai dan pcngawasan penyelcngga.raan 

kcbijakan dibidsng ackai Kelemhngaan dan Sarans dan Pmaara.na; 
I. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyclcnggaraan kcbijakan tcknis di bidang seksi Kelembagaan dan 
Sarans dan Prasarana; 

m. menginventarisasi dan mengkaji pennssalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas dan menyiapkan bahan pctunjuk pcmecahan 
masalah; 

n. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi clan pelaporan basil 
pelaksanaan kegiatan; 

o. melaksanakan koordinaai dan konsultasi dcngan lembaga pcmerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bideng Pendidikan dsn urusan pemerintahan bidang 
kebudayaan; 

p. menilai kinerjs Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Persturan Per Undang-undangan; 

q. mcnyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kcpala Dine.a dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai hnhan 
perumusan kebijakan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang d1perintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Paragraf2 
Seks.i Peserta Oidik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyara.kat 

Pasal 1 I 
(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendiclikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Masyarakat dipimpin olcb Kepa1a Seksi Peserta 
Oidik dan Pembangunan Kara.kter Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Muyarakat mempunyai tugas membantu Kcpa1a Bidang 
dalam mcnyusun rcncana, petunjuk tcknis pembinaan, pengcndalian 
dan cvaluasi program Peserta Didik dan Pcmbangunan Ka.rakter 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

(2) Uraian Togas Kcpala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyara.kat sebegaimana 
dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a. menyusun rcncana kcgiatan Seksi Peserta Didik dan 

Karaktcr sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; Pembangunan \ 
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b. mendiauibuaikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevalualli pelakaanaan tugaa dalam 

lmgkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan peiak3anaan tu gas; 
d. menyuaun rancangan, mcngoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dine.a; 
e. mengikuti rapat-rapat aeauai bidang tuga.anya; 
f. menyuaun bahan perumusan dan koordinaai pelaksanaan kebijakan 

di bidang pembinaa.n minat, bakat, presta.si dan pembangunan 
karakter peserte didik dan pembangunan karakter Pendidskan Anak 
Uaia Dini dan Pendidikan Maaya.rakat; 

g. menyuaun b.ahan pembinaan minat, bakat, prestaai dan 
pembangunan karakter Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 
Pendidikan Anak Uaia Dmi dan Pendidikan Masyarakat; 

h. menyusun bahan dan melaksanakan monitoring dan evu.luasi 
pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan 
karakter Peaerta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak 
Usie. Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

i. melaporkan hasil pelaksanan kegiatan dibidang pembinaan minat, 
bakat, prestasi dan pembangunan karakter Peserta Didik dan 
Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendid1kan 
Masyarakat; 

j. menyusun dan melaksa.nakan Standar Operasional Prosedur sesuai 
uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

k melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis dr bidang Seksi Peserta Didik dan 
Pembangunan Karakter 

I. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 

m. Menyusun l.aporan Hasll monitoring, Evaluasi dan Pengawasan 
penyelenggaman kebijakan teknis d1 bidang Seksi Peserta Didik dan 
Pembangunan Karakter 

n. menilai lonerja Pegawai Apamtur Siptl Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipenntahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Pernbinaan Pendidikan Dasar 

Pasa.l 12 
II) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang 

Pembine.an Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 
dalam merencanakan operasionahsasi, memberi tugas, memberi 
petunjuk, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang 
pembinaan pendidikan daaar meliputi manajemen pendidikan, 
kunkulum dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan t karakter; 

, 
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b. mendiauibuaikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevalualli pelakaanaan tugaa dalam 

lmgkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan peiak3anaan tu gas; 
d. menyuaun rancangan, mcngoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dine.a; 
e. mengikuti rapat-rapat aeauai bidang tuga.anya; 
f. menyuaun bahan perumusan dan koordinaai pelaksanaan kebijakan 

di bidang pembinaa.n minat, bakat, presta.si dan pembangunan 
karakter peserte didik dan pembangunan karakter Pendidskan Anak 
Uaia Dini dan Pendidikan Maaya.rakat; 

g. menyuaun b.ahan pembinaan minat, bakat, prestaai dan 
pembangunan karakter Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 
Pendidikan Anak Uaia Dmi dan Pendidikan Masyarakat; 

h. menyusun bahan dan melaksanakan monitoring dan evu.luasi 
pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan 
karakter Peaerta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak 
Usie. Dini dan Pendidikan Masyarakat; 

i. melaporkan hasil pelaksanan kegiatan dibidang pembinaan minat, 
bakat, prestasi dan pembangunan karakter Peserta Didik dan 
Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendid1kan 
Masyarakat; 

j. menyusun dan melaksa.nakan Standar Operasional Prosedur sesuai 
uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 

k melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis dr bidang Seksi Peserta Didik dan 
Pembangunan Karakter 

I. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 

m. Menyusun l.aporan Hasll monitoring, Evaluasi dan Pengawasan 
penyelenggaman kebijakan teknis d1 bidang Seksi Peserta Didik dan 
Pembangunan Karakter 

n. menilai lonerja Pegawai Apamtur Siptl Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipenntahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Pernbinaan Pendidikan Dasar 

Pasa.l 12 
II) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang 

Pembine.an Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 
dalam merencanakan operasionahsasi, memberi tugas, memberi 
petunjuk, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang 
pembinaan pendidikan daaar meliputi manajemen pendidikan, 
kunkulum dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan t karakter; 

, 
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(2) V�tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat fl) Kepala 
Bidang Pcmbinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi: 
a. penyuaunan kebijakan teknis dan penyelenggara.an tugas program dan 

kegiatan Bidang Pcmbinaan Pendidikan Dasar; 
b. pcmbinaan, Pengoordinasian, Pcngendalian dan Pcngawaaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Daaar; 
c. penyelenggaraan, monitoring, evaluaai dan pclaporan tugaa program 

dan kegiatan B1dang Pcmbinaan Pcndidikan Dasar; dan 
d. pcmyelenggara.an tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(2) Uraian Togas Kepa.la Bidang Pcmbinaan Pcndidikan Daaar acbagaimana 

dimaksud pad a ayat ( I) meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pcmbmaan Pcndidikan Dasar 

sebagai pedoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pclakaanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pclakaanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mcngorcksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; r. menyusun bahan pcrumuaan dan koordinasi pelakaanaan kebijakan 
di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sanma 
prasanma, sena peserta didik dan pcmbangunan karakter 
pcndidikan dasar; 

g. menyelcnggarakan kebijakan dr bidang kurikulum dan penilajan, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peeerta didik dan 
pcmbangunan karakter pendidikan dasar; 

h. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar; 
i. mcnyusun bahan pcnerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan 

pendidikan dasar; 
j. menyusun bahan pembinaan di bidang kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan aarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter pendidikan dasar; 

k. menyusun bahan pembmaan bahasa dan sastra daerah yang 
penutumya dalam daerah kabupaten; 

I. menyelenggaraka.n monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan 
pcmlaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 
dan pembangunan karakter pendidikan dasar; 

m. melaporkan hasil pelaksanan kegiatan di bidang kunkulum dan 
penilaian, kelembagaan dan aanma prasarana, eerta peserta didik 
dan pembangunan karakter pendidikan dasar; 

n. menyuaun Standa.r Operasiona1 Prosedur sesua.i rincian tugas dan 
melakukan evaluasi Standar0perasiona1 Prosedur; 

o. menyelenggarakan monitoring, eva1uai,i dan pengawasan 
penyelcnggaraan kebijakan teknie di bidang Pembinaan Pcndidikan 
Dasar; 

p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lcmbaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelengganum 
uruaan Pcmerintahan bidang Pcndkiikan dan urusan pemerintahan 
bidang kebudayaan; 

q. menilai kinerja Pegawai Aparatur 
Peraturan Per Undang-undangan; 

dan/atau 

s;pil Negara ,esua; k,"ntuan \ 
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(2) V�tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat fl) Kepala 
Bidang Pcmbinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi: 
a. penyuaunan kebijakan teknis dan penyelenggara.an tugas program dan 

kegiatan Bidang Pcmbinaan Pendidikan Dasar; 
b. pcmbinaan, Pengoordinasian, Pcngendalian dan Pcngawaaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Daaar; 
c. penyelenggaraan, monitoring, evaluaai dan pclaporan tugaa program 

dan kegiatan B1dang Pcmbinaan Pcndidikan Dasar; dan 
d. pcmyelenggara.an tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(2) Uraian Togas Kepa.la Bidang Pcmbinaan Pcndidikan Daaar acbagaimana 

dimaksud pad a ayat ( I) meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pcmbmaan Pcndidikan Dasar 

sebagai pedoman dalam pclaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pclakaanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pclakaanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mcngorcksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; r. menyusun bahan pcrumuaan dan koordinasi pelakaanaan kebijakan 
di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sanma 
prasanma, sena peserta didik dan pcmbangunan karakter 
pcndidikan dasar; 

g. menyelcnggarakan kebijakan dr bidang kurikulum dan penilajan, 
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peeerta didik dan 
pcmbangunan karakter pendidikan dasar; 

h. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar; 
i. mcnyusun bahan pcnerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan 

pendidikan dasar; 
j. menyusun bahan pembinaan di bidang kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan aarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter pendidikan dasar; 

k. menyusun bahan pembmaan bahasa dan sastra daerah yang 
penutumya dalam daerah kabupaten; 

I. menyelenggaraka.n monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan 
pcmlaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik 
dan pembangunan karakter pendidikan dasar; 

m. melaporkan hasil pelaksanan kegiatan di bidang kunkulum dan 
penilaian, kelembagaan dan aanma prasarana, eerta peserta didik 
dan pembangunan karakter pendidikan dasar; 

n. menyuaun Standa.r Operasiona1 Prosedur sesua.i rincian tugas dan 
melakukan evaluasi Standar0perasiona1 Prosedur; 

o. menyelenggarakan monitoring, eva1uai,i dan pengawasan 
penyelcnggaraan kebijakan teknie di bidang Pembinaan Pcndidikan 
Dasar; 

p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lcmbaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelengganum 
uruaan Pcmerintahan bidang Pcndkiikan dan urusan pemerintahan 
bidang kebudayaan; 

q. menilai kinerja Pegawai Aparatur 
Peraturan Per Undang-undangan; 

dan/atau 

s;pil Negara ,esua; k,"ntuan \ 
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r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dina.s dan 
membcrikan ea.ran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

s. melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan at.asan 
scsuai dengan bidang tugasnya. 

i'aragraf! 
Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidilca.n Dasar 

Pasa.1 13 
(I) Scksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendrdikan Dasar dipimpin 

oleh Kepala Scksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pcndidlkan Oasar 
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mercncanakan 
kegiatan, membcri petunjuk, membcri tugas. membimbmg, memeriksa 
da.n membuat laporan penyelenggaraan kegiatan kelembagaan, sara.na 
dan praaara.na pendidikan dasar; 

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Kelembaga.an, Sarana dan Prasarana 
Pcndidikan Dasar !ICbagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan SckSJ Kelembagaan, Sarana dan 

Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan mcmberi petunjuk pelak8llllaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugaa dalam 

Lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. mcnyuaun rancangan, mengorckai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapa.t-rapat aeauai bidang tugaanya; 
f. menyusun bahan kelembagaan, sarana dan prasarana sckolah dasar: 
g. mcnyusun bahan penerbitan WO pendirian, pcnataan dan penutupan 

pendidikan dasar; 
h. menyuaun bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluaai 

kelembagaan, sarana dan praaarana pcndidikan dasar; 
i. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan Seksi Kelembagaan, 

Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; 
j. menyusun Standar Operaaional Prosedur dan scauai rincian tugas 

dan melakukan evaluaai Standar Ope:rasional Prosedur; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan tcknis di bidang Seksi Kelembagaa.n, 
Sarana dan Prasarana; 

I. menginventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugs.soya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masa.lah; 

m. mclaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang 
kebudayaan; 

n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Stpil Negara 11Csuai Pcraturan Per 
Undang-undangan; 

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan 11ebagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

p. melaksa.nakan tugs.a kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
� sesuai dengan bidang tugasnya. 
\ 
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r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dina.s dan 
membcrikan ea.ran pertimbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

s. melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan at.asan 
scsuai dengan bidang tugasnya. 

i'aragraf! 
Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidilca.n Dasar 

Pasa.1 13 
(I) Scksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendrdikan Dasar dipimpin 

oleh Kepala Scksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pcndidlkan Oasar 
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mercncanakan 
kegiatan, membcri petunjuk, membcri tugas. membimbmg, memeriksa 
da.n membuat laporan penyelenggaraan kegiatan kelembagaan, sara.na 
dan praaara.na pendidikan dasar; 

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Kelembaga.an, Sarana dan Prasarana 
Pcndidikan Dasar !ICbagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan SckSJ Kelembagaan, Sarana dan 

Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan mcmberi petunjuk pelak8llllaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugaa dalam 

Lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

d. mcnyuaun rancangan, mengorckai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapa.t-rapat aeauai bidang tugaanya; 
f. menyusun bahan kelembagaan, sarana dan prasarana sckolah dasar: 
g. mcnyusun bahan penerbitan WO pendirian, pcnataan dan penutupan 

pendidikan dasar; 
h. menyuaun bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluaai 

kelembagaan, sarana dan praaarana pcndidikan dasar; 
i. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan Seksi Kelembagaan, 

Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; 
j. menyusun Standar Operaaional Prosedur dan scauai rincian tugas 

dan melakukan evaluaai Standar Ope:rasional Prosedur; 
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan tcknis di bidang Seksi Kelembagaa.n, 
Sarana dan Prasarana; 

I. menginventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugs.soya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masa.lah; 

m. mclaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang 
kebudayaan; 

n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Stpil Negara 11Csuai Pcraturan Per 
Undang-undangan; 

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan 11ebagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

p. melaksa.nakan tugs.a kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
� sesuai dengan bidang tugasnya. 
\ 
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l'arag,af2 
Sekai Pcserta. Didik dan Pcmbangunan Karakter Pendidikan Oasar 

Pasa.l 14 
(I) Seksi Pcserta. Didik dan Pcmbangunan Pcndidikan Dasar diprmpin oleh 

Kepala Seksi Pcscrta Oidik dan Pcmbangunan Pcndidikan Oasar 
mempunyai tugaa membantu Kepala Bidang daJam merencanalca..n 
kcgiatan,rnemberi petunjuk, memberi tugas, mcmbimbing, memeriksa 
dan membuat laporan; 

(2) Uraian Togas Kepala Seksi Peserta Dldik dan Pcmbangunan Pendidikan 
Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Sekai Peserta Didik dan Pcmbangunan 

Kani.lctcr scbagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mcnd1stribusikan dan memberi petunjuk pe\aksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinae untuk mengctahui perkcmbe.ngan pelaksanaan 
tugas; 

d. menyusun rancangan, mcngoreksi, mem.araf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mcngllcuu rapat-rapat scsuru bidang tuga.snya; 
r. menyusun bahan perumusan, mengoordinasikan pelaksanaan 

kebijakan peserta didik dan pembangunan karakterSekolah 
Menengah Pertama; 

g. menyusun bahan pcserta didik dan pembangunan karakter Sekolah 
Menengah Pcnama; 

h. mcnyusun bahan dan melakaanakan monitoring dan evaluaai 
pelak&anaan bakat, minat preataai dan pembagunan karaktcr peacrta 
didik Sekolah Menengah Pcrta.ma; 

i. mclaporkanhasil penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan 
minat, bakat dan prestasi dan pembangunan karakter pescna didik 
Sekolah Menengah Pertame; 

j. menyuaun Standar Operaaional Proscdur dan scsuai rincian tugas 
dan melakukan evaluaai Standar Operuional Prosedur; 

k. mclaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di bidang Seksi Pcscna Didik dan 
Pembangunan karakter peserta didik; 

I. mcnginventariaaai dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugaanya dan menyiapkan be.ban petunjuk 
pemecahan masalah; 

m. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan basil 
pelaksanaan kcgiatan; 

n. metakaa.nakan koon:linasi dan konsultasi dengan lcmbaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyclcnggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Pcndidikan dan uruaan pemerintahan bidang 
kebudayaan; 

o. Menyusun Laporan Hasil monitoring, evaluaai dan pengawa.san 
penyelcnggaraan kcbijakan teknis di btdang Sekai Pcacrta Oidik dan 
Pcmbangunan karakter peserta didik; 

p. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai kctentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

q. menyusun laporan basil pelakaanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kcpada Atasan acbagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

r. melakaa.nakan tugas kcdinasa.n lain yang diperintahkan atasan � 
sesuai dcngan bidang tugasnya. 

\ 
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l'arag,af2 
Sekai Pcserta. Didik dan Pcmbangunan Karakter Pendidikan Oasar 

Pasa.l 14 
(I) Seksi Pcserta. Didik dan Pcmbangunan Pcndidikan Dasar diprmpin oleh 

Kepala Seksi Pcscrta Oidik dan Pcmbangunan Pcndidikan Oasar 
mempunyai tugaa membantu Kepala Bidang daJam merencanalca..n 
kcgiatan,rnemberi petunjuk, memberi tugas, mcmbimbing, memeriksa 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 
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e. mcngllcuu rapat-rapat scsuru bidang tuga.snya; 
r. menyusun bahan perumusan, mengoordinasikan pelaksanaan 

kebijakan peserta didik dan pembangunan karakterSekolah 
Menengah Pertama; 

g. menyusun bahan pcserta didik dan pembangunan karakter Sekolah 
Menengah Pcnama; 

h. mcnyusun bahan dan melakaanakan monitoring dan evaluaai 
pelak&anaan bakat, minat preataai dan pembagunan karaktcr peacrta 
didik Sekolah Menengah Pcrta.ma; 

i. mclaporkanhasil penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan 
minat, bakat dan prestasi dan pembangunan karakter pescna didik 
Sekolah Menengah Pertame; 

j. menyuaun Standar Operaaional Proscdur dan scsuai rincian tugas 
dan melakukan evaluaai Standar Operuional Prosedur; 

k. mclaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di bidang Seksi Pcscna Didik dan 
Pembangunan karakter peserta didik; 

I. mcnginventariaaai dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugaanya dan menyiapkan be.ban petunjuk 
pemecahan masalah; 

m. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan basil 
pelaksanaan kcgiatan; 

n. metakaa.nakan koon:linasi dan konsultasi dengan lcmbaga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyclcnggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Pcndidikan dan uruaan pemerintahan bidang 
kebudayaan; 

o. Menyusun Laporan Hasil monitoring, evaluaai dan pengawa.san 
penyelcnggaraan kcbijakan teknis di btdang Sekai Pcacrta Oidik dan 
Pcmbangunan karakter peserta didik; 

p. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai kctentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

q. menyusun laporan basil pelakaanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kcpada Atasan acbagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

r. melakaa.nakan tugas kcdinasa.n lain yang diperintahkan atasan � 
sesuai dcngan bidang tugasnya. 

\ 
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Bagian Kelima 
Bidang Kebudayaan 

Pasa.l 15 
(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang Kebudayaan 

mempunyai tugaa membantu Kepala Dinas dalam meneliti dan membina, 
mengembangkan dan meleatarikan aerta mendokumentasikan budaya 
clan keaenian tradisional dan modern; 

(2) Untuk melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala 
Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebtjakan teknia dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan Bidang Kebudayaan; 
b. pembinaan, pengoordina&an, pengendalian dan pengawasan program 

dan kegiatan Bidang Kebudayaan; 
c. penyelenggaraan, monitoring. evaluaer dan pelaporan tugas program 

dan kegiatan Bidang Kebudayaan; dan 
d. pemyelenggaraantugaa lain yang diberikan oleh pimpinan aesuai 

dengan tugaa dan fungsinya. 
(3) Uraian Togas Kepala Bidang Kebudayaan sebagrumana dimaksud pada 

ayat ( I) melipun : 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan aebagai pedom.an 

daJam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawa.si dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas: 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. menyusun bahan dan melakaanakan pengelolaan kebudayaan yang 

masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten; 
g. menyuaun bahan perumuaan dan melakaanakan koordinaai 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, 
pengelolaan museum kabupatean pembinaan sejarah, pelestarian 
tradrat, pembinaan komonitas clan lembaga aclat, dan pembinaan 
kesenian; 

h. menyuaun bahan dan melakaanakan pembinaan di bidang 
pengelolaan ca.gar budaya, pengelolaan museum ka.bupaten, pembina 
aejarah, pelestarian tredrsr, pembinaan komonitas dan lembaga adat, 
dan pembinaan kesenian; 

I. menyusun bahan di bidang kebudayaan, kelembagaan dan sarana 
praaara.na; 

j. menyusun bahan dan melaksanakan pelestarian tradisi yang 
masyarakat penganutnya dalam daerah ka.bupaten; 

k. menyusun bahan clan melalc,anakan pembinaan komunitas d.an 
lembaga adat yang maayarakat penganutnya dalam daerah 
kabupaten; 

I. menyuaun bahan dan melaksanakan pembinaan keaenian yang 
maayarakat pelakunya dalam daerah ka.bupaten; 

m. menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan aejarah lokal 
kabupaten; 

n. menyuaun be.han dan melakaanakan penetapan cagar budaya dan 
pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten; 

o. menyusun bahan dan menyelenggaraka.n penerbitan izin membawa \ cagar budaya keluar kabupaten; 
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e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. menyusun bahan dan melakaanakan pengelolaan kebudayaan yang 

masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten; 
g. menyuaun bahan perumuaan dan melakaanakan koordinaai 
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pengelolaan museum kabupatean pembinaan sejarah, pelestarian 
tradrat, pembinaan komonitas clan lembaga aclat, dan pembinaan 
kesenian; 

h. menyuaun bahan dan melakaanakan pembinaan di bidang 
pengelolaan ca.gar budaya, pengelolaan museum ka.bupaten, pembina 
aejarah, pelestarian tredrsr, pembinaan komonitas dan lembaga adat, 
dan pembinaan kesenian; 

I. menyusun bahan di bidang kebudayaan, kelembagaan dan sarana 
praaara.na; 

j. menyusun bahan dan melaksanakan pelestarian tradisi yang 
masyarakat penganutnya dalam daerah ka.bupaten; 

k. menyusun bahan clan melalc,anakan pembinaan komunitas d.an 
lembaga adat yang maayarakat penganutnya dalam daerah 
kabupaten; 

I. menyuaun bahan dan melaksanakan pembinaan keaenian yang 
maayarakat pelakunya dalam daerah ka.bupaten; 

m. menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan aejarah lokal 
kabupaten; 

n. menyuaun be.han dan melakaanakan penetapan cagar budaya dan 
pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten; 

o. menyusun bahan dan menyelenggaraka.n penerbitan izin membawa \ cagar budaya keluar kabupaten; 
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p. menyuaun bahan dan melaka.anakan pengelolaan bahan museum kabupaten; 
q. menyuaun bahan dan memfaailitasi pelaksanaan pengc!olaan ca.gar 

budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan scragam, 
peles�n tradiai, pembinaan komunitas dan lembaga alat, dan 
pembinaan kesenan; 

r. melaporkan hasil pelaku.naan kegiatan di bidang pengclolaan cagar 
budaya, pengelolaan museum kabupa.tean, pembinaan sejarah, 
pclcstarian tradisi, pcmbinaan komunitas dan lembaga adat, dan 
pcmbinaan kcscnian; 

s. menyuaun Stander Opereaional Proacdur eeeuar rincian tugaa dan 
melakukan evaluui Stander Operasional Prosedur; 

L menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Bidang Kebudayaan; 

a. mengmventarisasi dan mengkaji pennasalahan yang bcrhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

t. Menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pelaporan hastl 
pclaksanaan kegiatan; 

u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urua.an Pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pcmcrintahan 
bidang kebudayaan; 

v. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

w. menyusun laporan hasil pelakaan.aan tugAS Kepela Dinas dan 
membcrikan earan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kttnam 
Bidang Pembinaan Ketenagaan 

Pasal 16 
( 11 Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan 

Ketenagaan mempunyai tugasmembantu Kepala Dinas dalam 
menyiapkan bahan pcnyusunan keb(jakan teknis tentang pelaksanaan 
peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dan melaksanakan 
pengolahan data dan pelaporan sesuai ketcntuan perundangan­ 
undangan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada syat (1), 
Kepala Bidang Pembinaan Kctenagaan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kcbijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan 

kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan; 
b. pembinaan, Pengoordinasian, Pengendalian dan Pengaws.san program 

dan kegiatan Bidang Pembinaan Ketcnagaan; 
c. penyelenggaraan, monitonng, evaluasi dan pelaporan tugas program 

dan kegiatan Bldang Pembinaan Ketcnagaan; dan 
d. pemye!enggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan se11uai 

� dengan tugas dan fungsinya. 
\ 
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peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dan melaksanakan 
pengolahan data dan pelaporan sesuai ketcntuan perundangan­ 
undangan; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada syat (1), 
Kepala Bidang Pembinaan Kctenagaan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kcbijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan 

kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan; 
b. pembinaan, Pengoordinasian, Pengendalian dan Pengaws.san program 

dan kegiatan Bidang Pembinaan Ketcnagaan; 
c. penyelenggaraan, monitonng, evaluasi dan pelaporan tugas program 

dan kegiatan Bldang Pembinaan Ketcnagaan; dan 
d. pemye!enggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan se11uai 

� dengan tugas dan fungsinya. 
\ 
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{3) Uraian Tugaa Kcpe.Ja Bidang Pembinaan Kctcnagaan aebagaimana dimaksud pada ayat (IJ meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang Pembina.an Ketenaga.an sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugaa; 
b mcnd1stribus1kan dan mcmberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mcngawasi dan mcngcvaluaai pelakaanaan tugaa lingkup D1naa untuk mengctahui perkembangan pelakaanaan tup.a; 
d. mcnyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau mcnandatangani naskah dinas; 
e. mcngikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
f. mcnyuaun bahen kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tcnaga 

kependidikan pendidik anak usia dini, sekolah das.ar, 11ekolah 
mcnegah pertama, pendidikan masyamkat dan tenaga kebudayaan; 

g. menyusun bahan rencana kcbutuhan pendidikan dan tenaga 
kcpendidikan pendidikan anak usia dini, ackola dasar, sekolah 
menengah penama dan pendidikan masyarakat; 

h. mcnyuaun bahan dan mclakaanakan pembinaan pendidik dan tcnaga 
kependididkan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 
menengah pertama dan pendidikan masyarakat; 

1. menyusun bahan rekomendas.i pemindahan pendidik den tenaga kependidikan dalarn kabupaten; 
j. menyuaun bahan dan mclakaanakan pembinaan di bidang tenaga 

cage.r budaya dan permuseuman, tenaga keaejaraan, tenaga tradisi, 
tcnaga kesenian, dan tcnaga kebudayaan lainnya; 

k. menyusun Standar Opcrasional Prosedur sesuai rincian tugaa dan 
melakukan evaluaai Standar Operaaional Prosedur; 

I. mclakaanakan monitoring, evaluaai dan pcngawaaan 
penyclcnggaraan kcbijakan tcknis di bidang Bidang Pcmbinaan 
Kctenagaan; 

m. mclaksanakan koordinasi clan konsultaSJ dcngan \cmbaga pcmerintah 
dan non pemerintah dalam rangka pcnyelcnggaraan uruaan 
Pemerintahan bidang Pendidikan dan uruaan pemerintahan bidang 
kcbudayaan; 

n. menilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketcntuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. mcnyusun laporan haail pclaksanaan tugas KcpaJa Dinaa dan 
mcmberikan saran pertimbangan kepada Atasan ecbagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

p. melakaanakan tugas kedinaaan lain yang dipcrintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugasnya . 

.......,..,, 
Seksi Pcndidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

Pasal 17 
(II Seksi Pendidik dan Tenaga KcpendidikAn Pc:ndidikan Anak Uaia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat dipimpin olch Kepa.la Sckai Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendrdikan Masyarakat 
mcmpunyai tugas membantu Kepala Bidang de.lam menyiapkan bahan 
pcnyuaunan kcbijakan tcknis lentang pclakaanaan peningkatan mutu 
pendidik dan tcnaga kcpendid1kan Pendidikan Anak Uaia Dini dan 
Pendid1kan Masyarakat melakaanakan pcngolahan data dan pe\aporan 
sesua:i ketentuan pcrundangan-undangan. \ 
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12) Uraian Togas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kepcndidikan 
Pendidikan Anak Uaia Dini dan Pcndidikan Ms.ayarakat acbagaimana dimakaud pada ayat (I) meliputi; 
a. menyusun rencana kcgiaran Seksi Pcndidik dan Tenaga 

KepcndidikanPendidikan Anak Usia Dini dan Pcndidikan Masyarakat acbagai pedoman dalam pclakaanaan tugaa; 
b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. mcmantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas lingkup Dinas untuk mengctahui perkcmbangan pclaksanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf dan/atau menandatangani naakah dmas; 
e. mengikuti rapat-rapat scsuai bidang tugasnya; 
f. mcnyuaun rcncana kcbutuhan, rckomendasi pcmindahan pcndidikan 

dan tenaga pcndidik anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 
g. menyusun bahan dan melaksanakan pcmbinaan pcndidikan dan 

tenaga kcpendidikan Pendidikan Anak Uaia Dini Dan Pcndidikan 
Ma8yarakat (DJKMAS); 

h. melaporkan hasil pclaksanaan kegiatan pcmbinaan pcndidikan dan 
tenaga kependidikan Pendidikan Anak uete Dini (PAUDJ dan 
Pendidikan Masyarakat (DJKMAS); 

1. menyuaun Standar Opcrasional Prosedur SC8Uai nncian tugaa dan 
melakukan evaluaai Standar Opcraaional Pro&edur; 

j. melakaanakan monitoring, cvaluaai dan pengawaaan penyelenggaraan 
kebijakan teknis di bidang Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyo.rakat; 

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembe.ga pcmerintah 
dan non pemerinta.h dalam rangka pcnyelenggaraan uruaan 
Pcmerintahan bidang Pcndidikan dan uruaan pcmerintaha.n bidang kcbudayaan; 

I. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketcntuan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

m. menyusun Japoran haail pclakaanaan tugaa Kcpaia Dinaa dan 
memberikan se.ran pertimbangan kepada Ataaan sebagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan ataaan scsuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pan,graf 2 
Seksi Pcndidik dan Tenaga Kepcndidikan Daaar 

Pasal JS 
(I) Sekai Pcndidik dan Tenaga Kepcndidikan Daaar dipimpin oleh Kepala 

Seksi Pendidik dan Tenaga Kepcndidikan Daaar mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang dalarn menyiapkan bahan pcnyusunan 
kebijakan teknis tentang pelaksanaan pcningkatan mutu pendidik dan 
tenaga kepcndidikan daaar dan mela.kaanakan pengolahan data dan 
pclaporan sesuai ketentuan perundangan-undangan; 

(2) Uraian Togas Kepala Seksi Pcndidik dan Tenaga Kepcndidikan Dasar 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pcndidik dan Tenaga 

Kcpendidikan Daaar sebaga.i pedoman dalam pclakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pclaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluasi pcl.a.ksanaan tugas dalam 

Hngkup Dina, untuk m,ng,tahui peckombangan pelaksan= tuga,; \ 
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan 

pendidik, tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menegah pertama; 
g. menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan pendldik dan 

tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menegah pertama; 
h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiat.an di bidang pembinaan 

pendidik clan tenaga kependidikan sckolah dasar dan sekolah 
menengah perta.ma; 

i. mcnyusun Standar Operasional Prosedur seauai rincian tugas dan 
melakukan evaluasi Standar Opemsional Prosedur; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di bedang Sekai Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Dasar; 

k. menginventarisasi dan mengkaji penna.salahan yang berhubungan 
dengan bidang tugaanya dan menyiapkan bahan petunjuk pemeca.han masalah; 

I. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dal.am mngk.a penye!enggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerinlahan 
bidang kebudayaan; 

m. menilai kinerja Pcgawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

n. menyusun taporan haai! pelaksanaan tugaa Kepa.la Oma.a dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Ataaan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

BAB V 
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL DAN PEI.AKSANA 

Pasal 19 
(IJ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat membentuk sejumlah 

kelompok jabatan fungsional dan pelaksana 8C8uai dengan kebutuhan 
dan berdasarlcan ketentuan pemturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional clan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabat.an 
fungsional dan pelaksana masing·masing berda.sarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan be, pecloman pad a pengaturan 
sistem kerja. 

BAB VI 
TATA l<ERJA 

( l ( 

Bagian Keeetu 
Pelaksanaan Togas dan Fungai 

Paaal 20 
Kepala Dinas dalam mclaksanakan tugas dan fungainya berdasarlcan 
kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati seauai dengan ketentuan l 
pemtumn perundang--undangan; \ 
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e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
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(2) Ke� Di!'las, Sekre�a, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala 
Seks1, Pejabat Fungaional, dan Pelaksana dalam lingkup Oinas 
melaksanaka.n tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, eerte menerapkan prins.ip hierarki, koordinasi, 
kerjasama, integ:rasi, sinkronisasi, simplinkasi, akuntabilitas, 
transparanai, serta efektifitas dan erisiensi, sesua, dengan ketencuan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

13) Kepala Dinas, Sekretaria, Kepala Bidang, Kepaia Subbagian, Kepala 
Seksi dalam lingkungan Dinas mengcmbangkan koordinasi dan 
kerjasama dengan instanSJ pemerintah/swasta terkait dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelakMnaan tugas dan fungsi Dmas. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluaai, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 21 
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala 

Seksi dalam lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, 
melakukan pengendalian dan evaluasi aerta melaksa.nakan rapat 
koordinasi accara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Dinae, Sektttaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala 
Seksi, Pejabat Fungaional, dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas wajtb 
mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan 
laporan accara berkala dan/atau seaua.i kebutuhan eecera tepat waktu 
kepada atasan mu1ing-masing; 

(3) Kepala Dinas, Sekrctaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala 
Seksi dala.m lingkungan Dinas melaksanakan pengawasan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22 
Ketcntuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pmrang 
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Togas dan 
FUngsi serta Tata. Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Serita Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 47), tetap berlaku sampai dengan 
ditetapkannya peraturan bupata tentang siatem kerja pada pemerintah 
daerah. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUnJP 

Pasa..123 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
47 Tahun 2021 tent.ang Kedudukan, Susunan Orp.nisaai, Togas dan Fungsi 
sena Tata Kerja Dinas Pendid1kan dan Kebudayaan (Serita Daerah 
Kabupa.ten Pinrang Tahun 2021 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak l berlaku. 

' 
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(2) Ke� Di!'las, Sekre�a, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala 
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Peraturan Perundang-Undangan; 

13) Kepala Dinas, Sekretaria, Kepala Bidang, Kepaia Subbagian, Kepala 
Seksi dalam lingkungan Dinas mengcmbangkan koordinasi dan 
kerjasama dengan instanSJ pemerintah/swasta terkait dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelakMnaan tugas dan fungsi Dmas. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluaai, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 21 
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala 

Seksi dalam lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, 
melakukan pengendalian dan evaluasi aerta melaksa.nakan rapat 
koordinasi accara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Dinae, Sektttaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala 
Seksi, Pejabat Fungaional, dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas wajtb 
mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan 
laporan accara berkala dan/atau seaua.i kebutuhan eecera tepat waktu 
kepada atasan mu1ing-masing; 

(3) Kepala Dinas, Sekrctaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala 
Seksi dala.m lingkungan Dinas melaksanakan pengawasan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22 
Ketcntuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pmrang 
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Togas dan 
FUngsi serta Tata. Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Serita Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 47), tetap berlaku sampai dengan 
ditetapkannya peraturan bupata tentang siatem kerja pada pemerintah 
daerah. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUnJP 

Pasa..123 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
47 Tahun 2021 tent.ang Kedudukan, Susunan Orp.nisaai, Togas dan Fungsi 
sena Tata Kerja Dinas Pendid1kan dan Kebudayaan (Serita Daerah 
Kabupa.ten Pinrang Tahun 2021 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak l berlaku. 



· 24 - 

Pasal 24 
Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar senap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal OI:, Ju111 :2.oi.">J 

BUPATI PINRANO, 

Otundangkan di Pinrang 
pada tanggal C6 JUI\\ T.Cn,'"> 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PfNRANG, 

BUDAY 

BERJTA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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Pasal 24 
Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar senap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal OI:, Ju111 :2.oi.">J 

BUPATI PINRANO, 

Otundangkan di Pinrang 
pada tanggal C6 JUI\\ T.Cn,'"> 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PfNRANG, 

BUDAY 

BERJTA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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